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ABSTRAK 

Lilis Harwida, (2024): Pelaksanaan Penertiban Jam Operasional Warung 

Internet Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota 

Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan 

Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat 

 

Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat daerah 

dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. Satuan polisi pamong praja bertugas membantu kepala daerah dalam 

menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur. Adapun rumusan 

masalahnya yaitu Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Jam Operasional Terhadap 

Warung Internet (Warnet) di Kota Tembilahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Apa Saja Hambatan Yang Dihadapi Selama Pelaksanaan Penertiban Jam 

Operasional Warung Internet (Warnet) di Kota Tembilahan oleh Satuan polisi 

pamong praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 

Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum 

Serta Penyakit Masyarakat.  

Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum 

sosiologis, dengan pendekatan efektivitas hukum. Sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara dan studi kepustakaan. Pelaksanaan analisis data dengan metode 

deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan secara rinci dan 

menyeluruh data yang di dapat dari proses penelitian.  

Pelaksanaan penertiban jam operasional warung internet yang di lakukan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri hilir dilakukan dengan 

cara menetapkan aturan jam operasional, Sosialisasi, Peringatan Formal, Tindakan 

Penegakan Hukum, Evaluasi dan menindak Lanjuti. Pelaksanaan penertiban jam 

operasional warung internet yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di 

Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Kota Tembilahan belum terimplementasi 

dengan sebagaimana mestinya dikarenakan masih ada beberapa warung internet 

yang masih beroperasi di jam yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk 

beroperasi. Dan Adapun hambatan yang dihadapi selama penertiban jam 

operasional dikarenakan Kurangnya Sosialisasi atau Penyuluhan, kurangnya 

penegakkan hukum kurangnya pembinaan, ketidakpatuhan dan kurangnya 

kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan jam operasional, baik dari pemilik 

tempat bermain seperti warnet dan playstation maupun masyarakat pengguna. 

 
Kata kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Warung Internet, Pelaksanaan Penertiban,   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara Republik Indonesia di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 

1945, mempunyai tujuan yang luhur untuk mencapai masyarakat adil dan 

makmur, maka sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa 

dan Negara Pemerintah Indonesia sangat giat untuk menjalankan program 

pembangunan Nasional. Dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

yang merata materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, 

bersatu dan berdaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, 

tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, 

bersahabat dan damai. Sudah tentu harus di dukung oleh aparatur pelaksana 

yaitu pemerintah, lembaga masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat 

yang benar-benar mampu melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan 

kepadanya, disini diperlukan sekali terjalin hubungan kerja sama yang baik 

dan serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun pemerintah daerah 

dengan pemerintah kecamatan hingga sampai unit pemerintah terendah yaitu 

Desa.  

Pencapaian tujuan negara dibutuhkan suatu sistem untuk mencapai 

tujuan negara tersebut. Lembaga atau badan itulah yang disebut pemerintah. 

Dengan adanya pemerintahan maka suatu negara dapat menjalankan fungsinya 

sebagai negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan 

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
  

Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah 

untuk menjalankan kegiatan daerahnya secara mandiri, nyata dan bertanggung 

jawab. Keberhasilan penyelenggaraansistem otonomi daerah sangat 

dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan daerah untuk mengelola dan 

memberdayakan sumber daya yang tersedia. Dalam asas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah terdiri 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas 

dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut sama 

pentingnya dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat daerah salah satunya adalah dengan menciptakan 

ketertiban umum.
2
 

Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah menengaskan bahwa pengertian Otonomi Daerah 

adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk megatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
3
 

                                                             
1
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3). 

2
 Riki Julian Saputra dkk, “Implementasi Penertiban Jam Operasional Warung Internet di 

Kota Tanjung Pinang Tahun 2019”. Jurnal Student Online Journal, Vol.2, No.2, 2021, h.81. 
3
 Juniarso Ridwan dkk, Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Nuansa, 2009), h. 111.  
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Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi 

daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan 

daerah merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Peraturan daerah 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah daerah 

dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yaitu Gubernur. 

Pengimplementasian peraturan daerah, pemerintah dibantu oleh 

berbagai Instansi dan Lembaga terkait, seperti keamanan (satuan polisi 

pamong praja) dan lain-lain. Meskipun tugas pemerintah daerah dibantu oleh 

berbagai aparatur dibawahnya, tidak menutup kemungkinan timbul 

permasalahan dalam proses pengimplementasian peraturan daerah, hal ini di 

karenakan keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman atau 

kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang diterapkan pada masyarakat 

yang tinggal di daerah.    

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Riau, dengan memiliki 20 kecamatan salah satunya Kecamatan 

Tembilahan. Kecamatan Tembilahan memiliki 8 kelurahan diantaranya 

Kelurahan Pekan arba, Seberang Tembilahan, Sungai Beringin, Sungai Perak, 

Tembilahan Hilir, Tembilahan Kota, Seberang Tembilahan Barat, dan 

Seberang Tembilahan Selatan. Pesatnya pertumbuhan penduduk Kota 

Tembilahan memberikan pengaruh yang sangat besar di sektor pembangunan. 

Berbagai macam pembangunan terus direalisasikan seperti pembangunan 

pemukiman, perkantoran, taman, jalan dan pembangunan tempat-tempat usaha 
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yang dibangun secara personal. Tempat usaha yang paling banyak menyebar 

pembangunannya adalah tempat usaha bermain (Warnet/Playstation).  

Beberapa warung internet yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir 

tepatnya di Kota Tembilahan diantaranya Rental PS idola, D’ Net dan Special 

one game rentals PS 3 dimana warung internet tersebut masih tetap beroperasi 

di jam yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk beroperasi yaitu jam 18.00 

sampai dengan jam 19.30 untuk mendukung dan menghormati pelaksanaan 

magrib mengaji, dan bahkan ada Sebagian yang beroperasi sampai dengan jam 

4 subuh.  

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Peraturan Daerah yaitu Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, 

Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat. 

Dalam Pasal 12 ayat (2) tentang alat ketangkasan dan elektronika sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: dingdong, video game, warnet, 

Playstation dan Permainan sejenisnya. Dan pada pasal 13 ayat (1) huruf a 

menyebutkan “bahwa batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB 

sampai dengan jam 24.00 WIB dan wajib ditutup sementara dari jam 18.00 

WIB sampai dengan jam 19.30 WIB untuk mendukung dan menghormati 

pelaksanaan magrib mengaji”.
4
  

Pada bagian kelima tentang tertib usaha atau berjualan dalam peraturan 

daerah Kabupaten Indargiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016, dimana dalam pasal 

12 ayat (1) di sebutkan setiap orang atau badan dilarang; a. menyediakan 

                                                             
4
 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, 

Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum serta Penyakit Masyarakat. 
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dan/atau mengoperasikan alat ketangkasan dan elektronik yang mengarah 

pada perjudian, pornografi dan pornoaksi. Selanjutnya pada ayat (2) 

disebutkan alat ketangkasan dan elektronika sebagaimana yang dimaksudkan 

pada ayat (1) huruf a meliputi; dingdong, video game, warnet, playstation, dan 

permainan sejenisnya. Sebagai acuan dalam pasal 13 ayat (1) setiap orang atau 

badan yang diberikan izin menyediakan atau mengoperasikan sebagaimana 

yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut; a. batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan 

jam 24.00 WIB dan wajib ditutup sementara dari jam 18.00 WIB sampai 

dengan jam 19.30 WIB untuk mendukung dan menghormati pelaksanaan 

magrib mengaji.   

Kenyataanya saat ini masih banyak permasalahan yang ditimbulkan 

oleh pelaku usaha warnet sebagai bentuk pelanggaran kebijakan pemerintah 

daerah, dimana sering dijumpai pelaku usaha mengoperasionalkan usahanya 

diluar batas waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan 

Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat.   

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, yang menyita perhatian penulis 

adalah permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha warnet terutama 

pada jam operasional kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir 

tepatnya di Tembilahan Kota yang telah melanggar kebijakan peraturan di 

daerah tersebut. sehingga penulis menilai diperlukan perhatian khusus dalam 
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proses pengimplementasian peraturan daerah melalui kewenangan yang 

diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.  

Atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

merumuskan judul penelitian “PELAKSANAAN PENERTIBAN JAM 

OPERASIONAL WARUNG INTERNET OLEH SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 

11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN 

PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM SERTA PENYAKIT 

MASYARAKAT”.  

B. Batasan Masalah 

Penulis memberikan Batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu 

tentang ketentuan pembatasan jam operasional warnet yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit 

Masyarakat, yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang 

menyebutkan bahwa “batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB 

sampai dengan jam 24.00 WIB dan wajib ditutup sementara dari jam 18.00 

WIB sampai dengan jam 19.30 WIB untuk mendukung dan menghormati 

pelaksanaan magrib mengaji. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang ada maka permasalahan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembatasan jam operasional terhadap warung 

internet (Warnet) di Kota Tembilahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum 

Serta Penyakit Masyarakat?.    

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban jam 

operasional warung internet (warnet) di Kota Tembilahan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum 

Serta Penyakit Masyarakat?   

D. Tujuan dan Manfaat penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatasan jam operasional terhadap 

warung internet (Warnet) di Kota Tembilahan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan 

Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat 

b. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan 

penertiban jam operasional warung internet (warnet) di Kota 
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Tembilahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta 

Penyakit Masyarakat. 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian 

ini dibagi menjadi tiga yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan untuk memberikan dampak positif dan 

menjadi masukan di bidang penertiban jam operasional terkhusus pada 

kantor Satpol PP yang ada di Indonesia terutama dalam menangani 

pembatasan jam operasional warnet di Kabupaten Indragiri Hilir.   

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 

mahasiswa dan para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema 

pembahasan yang sama, dan meningkatkan kesadaran publik tentang 

pentingnya penertiban jam operasional warnet untuk mencegah 

pelanggaran hukum dan memperkuat tata Kelola pemerintahan yan baik.  

3. Manfaat Praktis  

Melengkapi syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Pelaksanaan  

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan 

atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian 

pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu 

berawal dari kebijakan guna untuk mencapai suatu tujuan maka kebijakan 

itu diturunkan dalam suatu program dan peoyek.
5
 

Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan 

merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para 

bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja 

secara ikhlas agar mencapai tujuan organisasi dengan efesien dan 

ekonomis.
6
 

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, 

siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan 

waktu dimulainya.  

 

                                                             
5
 Rahardjo Adisasmita,2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha 

Ilmu: Yogyakarta, h. 23.  
6
 Ibid, h.22.   
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Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang 

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, 

alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.  

Adapun pengertian lain dari pelaksanaan adalah proses melakukan 

suatu kegiatan, rencana, atau keputusan. Dalam konteks yang lebih luas, 

pelaksanaan juga bisa disebut tahapan menjalankan suatu kebijakan, 

program, atau proyek untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

2. Pengertian Penertiban  

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang pedoman 

Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah “tindakan dalam 

rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar 

ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah.  

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S 

Poerwadarminta dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah aturan 

sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan 

Tindakan. menurut Sutjipto Rahardjo, secara tata Bahasa penertiban 

berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik. Penertiban dan 

kekacauan sama-sama ada dalam satu asas kehidupan social. Penertiban 
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bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban 

baru, demikian seterusnya. (Rahardjo, sutjipto. 2006).
7
 

Ketertiban umum adalah suatu asas standart yang dibentuk oleh 

badan pembuat undang-undang sebagai suatu asas standart yang penting 

bagi suatu negara dan semua masyarakat. Ketertiban umum adalah suatu 

keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat 

menyeleggarakan kegiatan dan kepentingannya secara nyaman, aman, 

tentram, tertib dan teratur. 
8
 

Pengertian penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Retno 

Widjajanti adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil Tindakan agar 

pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban 

dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak 

langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan 

hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan 

dalam bentuk sanksi alternatif, antara lain melalui pengenaan retribusi 

secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana 

lingkungannya. Adapun bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan 

dengan penertiban antara lain: 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

                                                             
7
 Harsan, Irfan Wardani, Studi tentang penertiban pedagang kaki lima oleh Dinas Pasar 

di pasar Segiri Kota Samarinda, Jurnal Ilmu Pengetahuan (2017), h. 146.  
8
 Riki Julian Saputra, op. cit.,h. 8. 
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c. Penghentian sementara kegiatan 

d. Pengehntian tetap kegiatan 

e. Pencabutan sementara izin 

f. Pencabutan tetap izin 

g. Pembongkaran bangunan; dan /atau 

h. Denda administratif 

Penegakan aturan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi 

segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban social, serta 

menjaga agar administrasi pemerintahan dan peraturan Perundang- 

Undangan daerah dapat beroperasi dengan efesien, sehingga pemerintah 

dan masyarakat dapat beraktivitas secara aman, teratur, dan tertib guna 

untuk memperkuat ketahanan nasional.  

3. Pengertian Jam Operasional  

Jam operasional adalah rentang waktu di mana suatu bisnis atau 

layanan beroperasi atau tersedia untuk melayani pelanggan. Hal ini 

mencakup jam kerja, hari operasional, dan aturan terkait waktu ketika 

suatu tempat atau layanan berfungsi.  

Penertiban jam operasional upaya pihak berwenang atau otoritas 

untuk memastikan bahwa suatu bisnis atau tempat usaha mengikuti aturan 

terkait jam operasional yang telah di tetapkan. Hal ini bisa mencakup 

penegakan hukum terhadap bisnis yang melanggar aturan waktu 

operasional yang telah di tetapkan oleh pemerintah atau otoritas setempat. 

Tujuannya adalah untuk menjaga keteraturan dan kepatuhan terhadap 
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peraturan yang telah di tetapkan untuk keselamatan atau kepentingan 

umum. 

Jam operasional warnet diatur untuk memberikan batasan waktu 

ketika pelanggan dapat mengakses fasilitas internet yang di sediakan oleh 

warnet. Tujuan utama dari jam operasional warnet adalah: 

a. Mengatur ketersediaan, jam operasional membantu mengatur kapan 

warnet dapat dibuka dan ditutup, memastikan ketersediaan layanan 

intenet sesuai dengan waktu yang diinginkan. 

b. Manajemen sumber daya, menetapkan jam operasional memungkinkan 

pengelola untuk mengelola sumber daya seperti listrik, perangkat 

keras, dan karyawan pada jam tertentu, membantu efesiensi 

operasional.  

c. Keamanan, menetapkan Batasan waktu dapat membantu meningkatkan 

keamanan dengan mengurangi resiko kegiatan yang tidak diinginkan 

atau aktivitas yang berpotensi merugikan pada jam tertentu. 

d. Kenyamanan pelanggan, menyediakan jam operasional yang konsisten 

memungkinkan pelanggan untuk merencanakan kujungan mereka 

dengan lebih baik, meningkatkan kenyamanan pengguna. 

e. Efesiennsi keuangan, dengan menyesuaikan jam operasional dengan 

waktu paling sibuk, bisnis warnet dapat meningkatkan efesiensi 

keuangan dengan memaksimalkan pendapatan selama jam-jam 

puncak.  
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4. Pengertian Warung Internet  

Warung Internet adalah sebuah media yang digunakan untuk 

mengefesiensikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan 

berbagai aplikasi. Pelaku-pelaku usaha warnet memberikan peluang bagi 

konsumen yang kesulitan dalam membeli perangkat seperti laptop, 

komputer atau hanya sekedar mencari hiburan diluar rumah. Dalam 

aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pada jenis 

usaha, seperti: usaha produksi, usaha perdagangan, dan usaha pelayanan. 

Terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang harus diikuti oleh masing-

masing pelaku usaha tersebut agar tidak merugikan satu sama lain baik 

sesama pelaku usaha, pelaku usaha dengan pemerintah, pelaku usaha 

dengan pelanggan atau konsumen. Tetapi tidak jarang dijumpai bahwa 

pelaku usaha tersebut cenderung melanggar ketentuan-ketentuan yang 

berlaku, sehingga menimbulkan benturan dan konflik antara berbagai 

pihak yang berkepentingan dalam usaha tersebut. 
9
  

Warung Internet adalah sebuah tempat yang menyediakan akses 

infrastruktur internet dengan berbagai koneksi dan komputer sebagai 

perangkat akses sehingga pengguna bisa mengakses internet dan 

memperoleh layanan di bidang Warung Internet adalah sebuah media yang 

digunakan untuk mengefesiensikan sebuah proses komunikasi yang 

disambungkan dengan berbagai aplikasi. Pelaku-pelaku usaha warnet 

memberikan peluang bagi konsumen yang kesulitan dalam membeli 

                                                             
9
 Taufiqul Dzakwananda M. Alpin Syahrin, “Pembatasan Jam Operasional Warung 

Internet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012”. Jurnal Of 

Sharia and Law, Vol.1, No.1, 2022, h.63. 
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perangkat seperti laptop, komputer atau hanya sekedar mencari hiburan 

diluar rumah. Dalam aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau 

kelompok pada jenis usaha, seperti: usaha produksi, usaha perdagangan, 

dan usaha pelayanan. Terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang harus 

diikuti oleh masing-masing pelaku usaha tersebut agar tidak merugikan 

satu sama lain baik sesama pelaku usaha, pelaku usaha dengan pemerintah, 

pelaku usaha dengan pelanggan atau konsumen. Tetapi tidak jarang 

dijumpai bahwa pelaku usaha tersebut cenderung melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan benturan dan konflik 

antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam usaha tersebutteknologi 

informasi. Warnet biasanya di lengkapi dengan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang diperlukan untuk browsing web, bermain game 

online, atau melakukan aktivitas online lainnya. 
10

 

Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Warnet adalah singkatan dari 

warung internet. warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang 

menyewakan jasa internet kepada khalayak umum. Warnet banyak 

dimanfaatkan oleh mahasiswa, pelajar, profesional dan wisatawan asing. 

Khususnya bagi pelajar, dan mahasiswa warnet banyak digunakan untuk 

mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, melakukan riset, menulis 

skripsi, dan masih banyak lagi kegunaan warnet yang lainnya. Bagi 

masyarakat umum warnet digunakan untuk memeriksa kiriman surat mail 

                                                             
10

 Alfi Nugroho, Analisis problematic industry jasa warnet dengan menggunakan metode 

Servqual, Vol 2, No 1 (2016), h.22. 
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terbaru, melamar pekerjaan, bersosialisasi dan berkomunikasi (chatting), 

sarana menikmati hiburan dan lain sebagainya. 
11

 

5. Pengertian Peraturan Daerah  

Peraturan Daerah merupakan instrument yang strategis sebagai 

sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, 

keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi 

secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan 

desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat. 

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang unik, karna 

dihasilkan dari sebuah proses yang didominasi kepentingan politik lokal. 

Sebuah perda harus mengandung regulasi yang dapat ditaati oleh 

masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami 

keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan 

dalam jangka waktu yang ama oleh karena itu pertimbangan filosofisnya 

harus jelas kemana masyarakat akan dibawa.
12

 

Adapun pengertian lain dari Peraturan daerah adalah peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti Provinsi atau Kabupaten/Kota, 

untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan derah tersebut. 

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.  

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah 

peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

                                                             
11

 Anonim, Warnet, Diakses Melalui Laman Warung internet-Wikipedia bahasa 

Indonesia, ensiklopedia bebas pada 13 Desember 2023. 
12

 Kaharudin, Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembangunan dan Kemajuan 

Masyarakat, (Panitian perancang Undang-undang DPD RI, Jakarta, 2016), h. 17-18. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_internet
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Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah. Jadi peraturan daerah 

merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur 

daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan 

wewenang (delegasi) dari peraturan.
13

 

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan 

masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan 

peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-

undangan pada umumnya anatara lain: 

a. Memihak pada kepentingan rakyat 

b. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 

c. Berwawasan lingkungan dan budaya 

6. Satuan Polisi Pamong Praja  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Pasal 3 

tentang satuan polisi pamong praja, pengertian satuan polisi pamong praja 

adalah sebagai berikut: “satuan polisi pamong praja merupakan bagian 

perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat”. Lebih lanjut, “satuan polisi pamong praja 

bertugas membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang 

tentram, tertib dan teratur agar dalam penyelenggaraan roda pemerintahan 

bisa berjalan dengan lancar dan masyarakatpun dapat melakukan kegiatan 

meraka dengan lebih aman.” Oleh karena itu, selain menegakan Perda, 

Satuan polisi pamong praja juga dituntut untuk menegakan kebijakan 

                                                             
13

 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke 7, Yogyakarta: Kanisius, h. 

202. 
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pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Pada dasarnya, 

seorang anggota satuan polisi pamong praja adalah seorang aparat polisi, 

yang mana merupakan (bahkan harus) dimasukkan ke dalam bagian dari 

aparat penegak hukum (lawenforcer). Hal tersebut dikarenakan satuan 

polisi pamong praja dibentuk dalam rangka membantu tugas kepala daerah 

khususnya dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana 

diketahui.
14

 

Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah instansi pemerintah 

yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah dan Tindakan 

preverentif dalam rangka menciptakan ketertiban umum. Satpol PP 

biasanya bertanggung jawab atas penegakan peraturan tata tertib, 

kebersihan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di tingkat 

Kabupaten/Kota. Mereka juga bertindak dalam hal penegakan peraturan 

terkait lingkungan hidup, perizinan dan peraturan lain yang berlaku di 

daerah tersebut.  

Dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Lembar 

Nomor 56791 pasal 256 ayat (7) yang menjelaskan tugas, pokok, dan 

fungsi Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daeran dan Perkada, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan 

menyelenggarakan perlindungan masyarakat.  

Pamong Praja adalah sebagai salah satu badan pemerintah yang 

bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai negara 

                                                             
14

 Rahmi Andini Syamsuddin, Kinerja satuan polisi pamong praja (SATPOLPP) 

Kecamatan Serpong dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar Serpong, Jurnal 

Semarak, Vol. 3, No 1 (2020), h. 7. 
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yang bertugas menjaga keamanan.
15

 Berkaitan dengan adanya lembaga 

pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, 

Undang-Undang Kepolisisan Negara Republik Indonesia, sebagai 

Undnag-Undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal 

pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan 

dibentuknya satuan polisi pamong praja sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 3 ayat (1) c Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa 

“Pengemban fungsi Kepolisian adalah kepolisian negara republic 

Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri 

sipil dan/ atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.” 

B. PenelitianTerdahulu 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara 

lain:  

Tabel 1.1 

NO Judul Terdahulu Rencana Judul Perbedaan 

1. Taufiqul 

Dzakwananda, M. Alpi 

Syahrin (2022) 

Pembatasan Jam 

Operasional Warung 

internet berdasarkan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar 

Nomor 11 Tahun 2012 

(jurnal)  

Pelaksanaan 

penertiban jam 

operasional warung 

internet oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja di 

Kota Tembilahan 

 

1. Judul terdahulu 

studi kasus di 

Kampar, judul 

terbaru studi kasus 

di Kota 

Tembilahan. 

2. Judul terdahulu 

berdasarkan Perda 

Kabupaten 

Kampar Nomor 11 

Tahun 2012, judul 

terbaru 

                                                             
15

 Alwi Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesi, Jakarta, Balai Pustaka, h. 886. 
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berdasarkan Perda 

Kabupaten 

Indragiri Hilir No 

11 Tahun 2016.  

2.  Regina mutia putri, 

(2019) Peran Satuan 

Polisi Pamong Praja 

dalam 

mengimplementasikan 

peraturan daerah kota 

payakumbuh nomor 10 

tahun 2015 tentang 

larangan 

penyalahgunaan fungsi 

lem (Skripsi) 

Pelaksanaan 

penertiban jam 

operasional warung 

internet oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja di 

Kota Tembilahan 

 

1. Judul terdahulu 

studi kasus di 

Kota 

Payakumbuh, 

Judul terbaru studi 

kasus di 

Tembilahan, 

Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

2. Judul terdahulu 

berdasarkan Perda 

Kota Payakumbuh 

No 10 Tahun 

2015, judul 

terbaru 

berdasarkan Perda 

Kabupaten 

Indragiri Hilir No 

11 Tahun 2016.  

3. Nurul Fitri Handayani 

(2019) pola penertiban 

bagi remaja yang 

terjaring Razia warnet 

oleh Satpol PP Kota 

Pekanbaru (studi kasus 

Razia warnet Satpol PP 

Kota Pekanbaru Tahun 

2019), Skripsi 

Pelaksanaan 

penertiban jam 

operasional warung 

internet oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja di 

Kota Tembilahan 

 

1. Judul terdahulu 

studi kasus di 

Kota Pekanbaru, 

Judul terbaru studi 

kasus di Kota 

Tembilahan 

2. Perbedaan antara 

pola penertiban 

remaja yang 

terjaring Razia 

warnet oleh Satpol 

PP di Kota 

Pekanbaru dan 

penertiban jam 

operasional 

warnet oleh Satpol 

PP di Kota 

Tembilahan dapat 

melibatkan 

peraturan daerah 
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setempat, strategi 

penertiban, serta 

prioritas 

penegakkan aturan 

yang berbeda di 

masing-masing 

kota.  

 

4. Ryan Bagus Panuntun 

(2020), Pelaksanaan 

Tugas Seksi 

operasional Satuan 

Polisi Pamong Praja 

Dalam Pengawasan 

Perizinan dan wakru 

operasional warnet di 

Kota Pekanbaru, 

(skripsi) 

Pelaksanaan 

penertiban jam 

operasional warung 

internet oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja di 

Kota Tembilahan 

 

1. Judul terdahulu 

studi kasus di 

Kota Pekanbaru, 

judul terbaru 

Studi kasus di 

Kota 

Tembilahan.  

2. Perbedaan nya 

bisa melibatkan 

metode 

penelitian, data 

yang 

dikumpulkan, 

serta fokus 

pengawasan yang 

mungkin berbeda 

sesuai dengan 

kebijakan dan 

kondisi setempat.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu 

masalah dengan menggunkan cara kerja ilmiahh secara cermat dan teliti untuk 

mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan 

secara sistematis dan objektif guna untuk memecahkan suatu masalah atau penguji 

hipotesis untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi kehidupan 

manusia.
16

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, 

Penelitian hukum sosiologis adalah pendekatan penelitian di bidang ilmu 

hukum yang menitikberatkan pada analisis dampak sosial, budaya, dan 

ekonomi dari hukum.
17

 Dan fokusnya adalah memahami bagaimana sistem 

hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya.  

B. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu 

pendekatan efektivitas hukum, yang dalam artian bahwa indikator efektivitas 

dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan.
18

 

                                                             
16

 Rifa.i Abu bakar, “Pengantar Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta: SUSKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2. 
17

 Fithriatus Shalihah, “Sosiologi Hukum”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 6 
18

 Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum.” Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan 

Kemasyarakatan, Vol.18, No 2 (2018) , h. 2. 
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C. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan beberapa tempat usaha bermain 

warung internet di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.  

Alasan penulis dalam menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat 

penelitian penulis, karena penulis menemukan terdapat permasalahan yang 

merupakan tugas dan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menertibkan jam operasional warung internet (warnet) di Kabupaten Indragiri 

Hilir.  

D. Informan Penelitian  

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah 

pengambilan sampel dan populasi karena penelitian ini tidak bertujuan untuk 

melakukan generalisasi terhadap populasi. Hasil dari penelitian kualitatif 

adalah mendapatkan informasi yang mendalam dari masalah penelitian yang 

dipilih. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal istilah “informan”. Jadi, pada 

penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel. 
19

 

Informaan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data 

penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan dan mendalam mengenai 

permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. 
20

 

Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian terbagi menjadi beberapa 

macam, yaitu: 
21
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 Bagong Suyanto, Metode Penelitian social: berbagai Alternatif pendekatan, (Jakarta: 

Prenada Media, 2005), h. 171.  
20

 Burhan Bugin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Media, 2013), h. 56.   
21

 Ibid, h. 172.   
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1. Informan kunci (key informan) yaitu mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalma interaksi 

social yang diteliti.  

3. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci dan 

informan utama yaitu sebagai berikut: 

1. Informan kunci (key informan) adalah kepala bidang operasi dan 

ketertiban masyarakat Satpol PP dan anggota Satpol PP.  

2. Informan utamanya adalah pemilik warung internet di Kota Tembilahan.    

Tabel 1.2 

Jumlah Responden yang menjadi Informan  

Kunci dan Informan Utama  

 

NO Responden Informan Kunci Informan Utama 

1.  Satuan Polisi Pamong Praja 2 - 

2. Pemilik usaha warung 

internet Kota Tembilahan 

- 3 

 

Sumber: Data Olahan, 2024 

E. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, 

antara lain: 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui observasi maupun wawancara yang kemudian diolah oleh 
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peneliti.
22

 Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari Penelitian 

yaitu satuan polisi pamong praja.   

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data penelitian 

dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus 

penelitian.
23

  

2. Wawancana merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi 

sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada 

narasumber yang sudah ditentukan.
24

 

3. Studi Kepustakaan, cara ini di lakukan untuk mencari data atau informasi 

melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri 

dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi 

atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai 

peraturan perundang-undangan dan buku buku.  

G. Analisis Data  

Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan 

memberikan pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-

data yang didapat dari proses penelitian sehingga dapat menjelaskan tentang 

bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pembatasan jam 

operasional warung internet (warnet) di Tembilahan Kota, Kabupaten 

Indragiri Hilir.  

 

                                                             
22

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98. 
23

 Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), h.114. 
24

 Syafrina Hani Sahir, Metode Penelitian, (Yogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 28. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan : 

1. Pelaksanaan penertiban jam operasional terhadap warung internet di Kota 

Tembilahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta 

Penyakit Masyarakat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu: 

melakukan Penetapatan jam operasional, Sosialisasi, Peringatan Formal, 

Tindakan Penegakan Hukum, Evaluasi dan menindak Lanjuti. Pelaksanaan 

penertiban jam operasional warung internet yang dilakukan oleh satuan 

polisi pamong praja di Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Kota 

Tembilahan belum terimplementasi dengan sebagaimana mestinya 

dikarenakan masih ada beberapa warung internet yang masih beroperasi di 

jam yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk beroperasi.  

2. Hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan penertiban jam opersional 

warung internet di Kota Tembilahan berdasarkan peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang  Pembinaan, 

Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit 

Masyarakat dikarenakan Kurangnya Sosialisasi atau Penyuluhan, 

kurangnya penegakkan hukum  kurangnya pembinaan, ketidakpatuhan dan 

kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan jam operasional, 
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baik dari pemilik tempat bermain seperti warnet dan playstation maupun 

masyarakat pengguna.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran 

untuk Satuan polisi pamong praja dan Pemilik tempat usaha bermain 

warnet (Satpol PP) diantaranya:   

1. Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja mampu untuk melakukan 

pengawasan dan sosialisasi dan pengecekan ke tempat-tempat usaha 

warung internet   dan playstation dengan maksimal demi 

mewujudkan penertiban jam operasional warung internet, dan dapat 

mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi.  

2. Hendaknya pemilik tempat usaha warung internet sebagai warga  

masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat mematuhi Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum Serta 

Penyakit Masyarakat mengenai Pasal 13 ayat (1) huruf a yang 

menyebutkan bahwasanya “batas waktu permainan adalah dari jam 

10.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB dan wajib ditutup 

sementara dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00 untuk 

mendukung dn menghormati magrib mengaji”.  
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